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PENDAHULUAN 



PROYEKSI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM GLOBAL → IPCC AR6

Pemanasan Global (Observasi)

Pemanasan Global (Proyeksi)

Dampak

IPCC 6th Assessment Report (2023)
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Aktivitas Manusia

Terjadinya Perubahan Iklim

Perubahan Iklim

Pemanasan Global 

Temperatur Udara

Efek Gas Rumah Kaca 

Konsentrasi GRK di Atmosfer 

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Aktivitas Manusia

Dampak Perubahan Iklim

SUMBER DAYA  
AIR

KEHUTANAN/  
EKOSISTEM

INFRASTRUKTUR

KENAIKAN TEMPERATURUDARA  

KENAIKAN MUKAAIRLAUT  

PERUBAHAN CURAHHUJAN  

PENGASAMANLAUT

PESISIR, LAUT,  

PULAU KECIL

KESEHATAN

SUMBER DAYA  

AIR

KEHUTANAN/   

EKOSISTEM

PETERNAKAN/   

PERTANIAN

Respon Terhadap Perubahan Iklim

Perubahan Iklim

Dampak 

Perubahan Iklim

Adaptasi

Mitigasi

Mencegah, 
menurunkan,  

menyerap 
emisi GRK

Dampak perubahan iklim pada berbagai sektor/bidang

Perubahan suhu &  

curah hujan akan 

menurunkan hasil  
panen & meng-

ancam ketahanan
pangan

Kekeringan 

ekstrem akan  

mengganggu 
pasokan air

Perubahan suhu & kelembaban 

akan meningkatkan 

perkembangbiakan nyamuk 
penyebab DBD & malaria

Perubahan suhu  

akan memper-

parah intensitas 
badai & tinggi 

gelombang laut  
yang dapat 

mengganggu 

transportasi dan 
nelayan melaut

Merebaknya  

spesies
invasif, hama  

& penyakit

Kejadian iklim 

ekstrem akan 

menyebabkan 
banjir & longsor 

yang dapat 
merusak 

infrastruktur

Memperkuat &

membangun  

strategi 
antisipasi 

dampak 
perubahan iklim



6



7

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 

                              

              

      

             

      
               

                                                 

                                               

                      
                              

    

                 
                                    

              

       

      

                       

                       

      

                              

                                   

                 

                               

      

                         
                                  

                     

      

   

      

         

    

         

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

   

                                           
                                        
                                                
                                              
                                                
                                                      
                                                
                                                   
                                                      
              



Sumber : Indonesia’s Adaptation Communication (2022)
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Sumber : Indonesia’s Adaptation Communication (2022)
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Sumber : Indonesia’s BTR-1 (2024)

Proyeksi Dampak Perubahan Iklim Indonesia



KOMITMEN GLOBAL DAN 
KEBIJAKAN NASIONAL 
PERUBAHAN IKLIM



KOMITMEN INDONESIA TERKAIT PERUBAHAN IKLIM

RATIFIKASI PA (UU 16/2016), dilengkapi  

First NDC (2016)
UPDATED NDC & LTS LCCR 2050

(2021)
ENHANCED NDC

(2022)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROAD MAP NDC MITIGASI DAN ADAPTASI

Perpres No. 98 

Tahun 2021

Permen LHK No. 

12 Tahun 2024



Komitmen NDC Adaptasi Perubahan Iklim

1. KETAHANAN EKONOMI

Memastikan risiko perubahan iklim tidak mengganggu perekonomian nasional melalui pembangunani rendah karbon dan 

ketahanan sistem pangan, air, dan energi

2. KETAHANAN SOSIAL DAN SUMBER PENGHIDUPAN

Memastikan dampak perubahan iklim tidak mengganggu sistem sosial dan sumber kehidupan masyarakat, khususnya 

masyarakat bawah akibat bencana terkait iklim yang akan mempengaruhi ketersediaan pangan, air, dan energi. 

3. KETAHANAN EKOSISTEM DAN LANSKAP

Memastikan ekosistem baik darat, pesisir dan laut  dan lanskapnya terlindungi dari dampak perubahan iklim sehingga tetap 

menyediakan jasa ekosistem bagi masyarakat dalam mendukung ketersediaan pangan, air dan energi.

Indonesia telah menyerahkan dokumen The First National Determined Contribution (NDC) yang ditetapkan kepada United Nation 
Framework Covention on Climate Change (UNFCCC), menitikberatkan pada komitmen dukungan beberapa aksi terkait perubahan 
iklim, salah satunya adalah sektor kesehatan yang memiliki peran penting dalam memastikan terpenuhinya hak asasi manusia untuk 
terbebas dari ancaman (kebencanaan).
Komitmen Adaptasi Indonesia bertujuan untuk menciptakan masyarakat dan ekosistem yang berketahanan terhadap resiko & 
dampak peubahan iklim pada Tahun 2030.
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Pasal 10
RPPLH memuat 

rencana tentang: 

Kajian 
Kerentanan

d. adaptasi dan mitigasi terhadap

perubahan iklim.

a. pemanfaatan dan/atau 

pencadangan sumber daya alam;

b. pemeliharaan dan perlindungan 

kualitas dan/atau fungsi lingkungan 
hidup;

c. pengendalian, pemantauan, serta 

pendayagunaan dan pelestarian
sumber daya alam; dan

1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk 

memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah 
menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah 

dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

2. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau 

evaluasi:
a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, 

rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana 

pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota; dan

b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi 
menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

a. kapasitas daya dukung dan daya tampung

lingkungan hidup untuk pembangunan;

b.  perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan 

hidup;

c.  kinerja layanan/jasa ekosistem;

d.  efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;

e.  tingkat kerentanan dan kapasitas 

adaptasi terhadap perubahan iklim; dan

f.   tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman 

hayati.

Pasal 15 ;

Kajian 
Lingkungan 
Hidup Strategis 

(KLHS)

Pasal 16 ; Kajian 

lingkungan hidup 

strategis (KLHS) 

memuat kajian

diantaranya:

KEBIJAKAN DAN PERATURAN PPI



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Definisi 

BAB II 

RUANG LINGKUP

Pasal 2 – 3 Maksud dan Tujuan

Pasal 4 Ruang Lingkup 

BAB III UPAYA PENCAPAIAN TARGET KONTRIBUSI 

YANG DITETAPKAN SECARA NASIONAL
Pasal 5 Upaya pencapaian target NDC
Pasal 6 – 8     Mitigasi Perubahan Iklim

Pasal 9 – 27   Perencanaan Aksi Mitigasi PI
Pasal 28         Pelaksanaan Aksi Mitigasi PI 

Pasal 29 – 30 Pemantauan dan Evaluasi Aksi Mitigasi PI

Pasal 31 – 33 Adaptasi Perubahan Iklim
Pasal 34 – 41 Perencanaan Aksi Adaptasi PI 

Pasal 42          Pelaksanaan Aksi Adaptasi PI
Pasal 43 – 44 Pemantauan dan Evaluasi Aksi Adaptasi PI

BAB IV TATA LAKSANA 

PENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI 

KARBON

Pasal 45 – 47  Nilai Ekonomi Karbon

Pasal 48 – 54  Perdagangan Karbon 

Pasal  55 – 57 Pembayaran Berbasis Kinerja

Pasal 58 – 59   Pungutan Atas Karbon

BAB V KERANGKA TRANSPARANSI

Pasal 60          Tatacara melakukan kerangka transparansi

Pasal 61           MRV

Pasal 62 – 65   Pengukuran 

Pasal 66 – 67   Pelaporan 

Pasal 68           Validasi dan Verifikasi 

Pasal 69 – 70   Sistem Registri Nasional Pengendalian PI  

Pasal 71 – 77    Sertifikasi Pengurangan Emisi

1 2 3 4 5

BAB VI PEMANTAUAN 

DAN EVALUASI

Pasal 78 – 80 

Pemantauan dan Evaluasi

BAB VII PEMBINAAN DAN 

PENDANAAN

Pasal 81 – 82 Pembinaan

Pasal 83 Pendanaan 

BAB VIII 

KOMITE PENGARAH

Pasal 84 Komite 

Pengarah

BAB X 

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87 – 90 Penutup

6

7810

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 2021 

TENTANG PENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI KARBON UNTUK PENCAPAIAN TARGET NDC DAN PENGENDALIAN EMISI KARBON DALAM 

PEMBANGUNAN NASIONAL

BAB IX 

KETENTUAN 

PERALIHAN

Pasal 85 – 86 Peralihan
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PENYELENGGARAAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DALAM 

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 2021

Pengurangan emisi GRK 29% s.d. 41% 

Membangun ketahanan nasional, kewilayahan, 

dan masyarakat dari berbagai risiko atas kondisi 
perubahan iklim atau ketahanan iklm**)

Target NDC

Mitigasi

Bidang/Sektor 

Adaptasi:
 Pangan
 Air

 Energi

 Kesehatan
 Ekosistem

 Bidang lain

Perencanaan

Pelaksanaan

Pemantauan dan 

Evaluasi

Inventarisasi dampak

Penyusunan dan penetapan 

baseline

Penyusunan dan penetapan target

Penyusunan dan penetapan 

rencana aksi

 Lingkup pelaksanaan: nasional, 

provinsi, kab/kota

 Pelaksana di tiap bidang

 Koordinator pelaksanaan

 Pelaksana di sub-nasional

Pasal 34-41

29 ayat

Pasal 42

6 ayat

Pasal 43

9 ayat

 Lingkup monev: nasional, provinsi, 

kab/kota

 Apa yang dimonev?: kebijakan, aksi, 

CB sumberdaya PI

 Pelaku monev di tiap bidang dan sub 

nasional

 Koordinator monev nasional

Penyelenggaraan Adaptasi

P
E

R
P

R
E

S
 98/2021 
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Perencanaan Aksi 
Adaptasi Perubahan 

Iklim

inventarisasi dampak Perubahan Iklim

penyusunan dan penetapan baseline Ketahanan Iklim

penyusunan dan penetapan target Ketahanan Iklim

penyusunan dan penetapan rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim 

Pelaksanaan Aksi 
Adaptasi Perubahan 

Iklim

Lingkup: nasional, provinsi, 
kabupaten/kota

Tim Terpadu

Bidang: pangan, air, energi, 
kesehatan, ekosistem

Dikoordinasikan  
menteri/Menteri

Pelaksanaan di daerah

Provinsi oleh gubernur

Kabupaten/kota oleh 
bupati/wali kotaPelaku Usaha dan masyarakat 

berperan serta

Pemantauan dan 
Evaluasi Aksi Adaptasi 

Perubahan Iklim

Lingkup: nasional, provinsi, kabupaten/kota

Nasional dikoordinasikan Menteri

Provinsi dilaksanakan gubernur

Kabupaten dilaksanakan bupati/wali 
kotaObyek: kebijakan, aksi, peningkatan 

kapasitas sumber daya PI

Pasal 41 Ayat (1)

Pasal 44 - 63

Pasal 64 - 65

Pasal 66 - 69

Pasal 70 -77

P
E

R
M

E
N

LH
K

 12/2024 

PENYELENGGARAAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DALAM 

PERATURAN MENLHK NOMOR 12 TAHUN 2024
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PERANGKAT 

PENYELENGGARAAN 

ADAPTASI PERUBAHAN 

IKLIM



Perencanaan 
Adaptasi

Pelaksanaan
Monitoring Evaluasi

Pelaporan Verifikasi

SIDIK

PERANGKAT PENYELENGGARAAN
ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM



SIDIK
Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan

SIDIK :  SISTEM UNTUK MENILAI KERENTANAN SUATU  

             WILAYAH TERHADAP DAMPAK PERUBAHAN 

IKLIMDiakses online wwww.sidik.menlhk.go.id 

Fungsi : Pengarusutamaan ketahanan iklim 

▪ Perencanaan Pembangunan Nasional / 

sub nasional

▪ Perencanaan wilayah 

(act/regulation/report)

▪ Kajian lingkungan hidup strategis

▪ Rencana Aksi Adaptasi PI

Metodologi : 

▪ IPCC AR 4 & 21  Indikator

▪ Indeks Sensitivitas dan Index Kapasitas 

Adaptive

Penghargaan Pelayanan Publik PBB

Kategori khusus

“tackling climate change”  
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Pemantauan dan evaluasi Aksi Adaptasi Perubahan Iklim

a. nasional, dikoordinasikan oleh Menteri
b. provinsi, dilaksanakan oleh gubernur 
c. kabupaten/kota, dilaksanakan oleh bupati/wali kota

Pemantauan masing-masing bidang dilaksanakan oleh Menteri Terkait

Pemantauan dan evaluasi Aksi Adaptasi Perubahan Iklim  dilakukan  terhadap: 
a. Kebijakan (produk hukum, dokumen pendukung)
b. Aksi Adaptasi Perubahan Iklim (bidang pangan; bidang air; bidang energi; bidang kesehatan; ekosistem; 

dan/atau lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan ketahanan, dan 
kapasitas nasional)

c. Peningkatan kapasitas sumber daya Adaptasi Perubahan Iklim (lembaga/unit usaha/kelompok 
masyarakat/orang yang ditingkatkan kapasitasnya; Wilayah/unit administrasi yang ditingkatkan  kapasitasnya; 
dan pendanaan.) 

Hasil pemantauan dan evaluasi Aksi Adaptasi Perubahan 
dilaporkan  oleh: 
a. bupati/wali kota kepada gubernur dan ditembuska kepada Menteri dan menteri yang  menyelenggarakan urusan 
pemerintahan dalam  negeri;  
b. gubernur kepada Menteri dan menteri yang  menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; 
c. Menteri Terkait kepada Menteri; dan  
d. Menteri kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan koordinasi urusan pemerintahan di bidang 
kemaritiman dan investasi, paling sedikit  1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada tahun  berikutnya

MONEV API
Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi



SINERGITAS ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM UNTUK
BIDANG KESEHATAN 

 Dampak Perubahan Iklim ada yang langsung seperti memicu penyakit terkait iklim seperti DBD, malaria, ISPA, kolera, 
dan lain sebagainya.

 Dampak  Perubahan Iklim yang sifatnya dampak yang terasosiasi akibat dampak dari  bencana Hidrometerologi 
seperti, banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan yang dikuti dampak lanjutan termasuk dampak terkait 
Kesehatan

 KLH  mengapreasi Bidang Kesehatan sebagai salah satu bidang prioritas Adaptasi Perubahan karena telah banyak 
menyediakan NSPK terkait adaptasi perubahan Iklim seperti Kajian Kerentanan Bidang Kesehatan, Rencana Aksi 
Nasional (RAN) Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Bidang Kesehatan Tahun 2025-2030,  menetapkan penyakit 
yang sensitive iklim di Indonesia, menyelaraskan perangkat yang sudah ada dengan pengintegrasian aspek perubahan 
iklim  ke dalam bidang Kesehatan seperti Pedoman Penilaian Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Climate-Resilient and
Environmentally Sustainable Healthcare Facility (CRESHCF) dan program berbasis Masyarakat (Desa-Desi); Program 
Penilaian Fasilitas Pelayanan Kesehatan di daerah untuk mengidentifikasi komponen penilaian dapat memanfaatkan 
data SIDIK, sebagai tools pendukung mengingat Komponen Penilaian ini penyampaian form untuk mengidentifikasi : 
Kapasitas, Bahaya dan dampak dan Kerentanan terhadap dampak 

 KLH dalam proses pengembangan perangkat penyediaan data kerentanan nasional yang dapat diperkaya data bidang 
Kesehatan. 

 Karena sinergi dengan lintas sektor diharapkan dapat memperkuat kapasitas masing-masing Kemenetrian / Lembaga 

dalam aksi adaptasi perubahan iklim di Tingkat nasional yang menyeluruh di seluruh cakupan Wilayah Indonesia.



TERIMA KASIH

@ditjenppiklhditjen.ppi@menlhk.go.id @ditjenppiklh proklim_klhk

Directorate of Climate Change Adaptation

Deputy of Climate Change and Carbon Governance

Ministry of Environment

@DITJENPPI.KLHK
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